
SALINAN  
 

 

 

 
 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR  38  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

TARIF MAGANG MAHASISWA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

KABUPATEN SEMARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan 

keterjangkauan institusi pendidikan dalam 
pelaksanaan magang mahasiswa, maka perlu 

meninjau tarif retribusi pelayanan kesehatan kelompok 
magang mahasiswa pada  pusat kesehatan masyarakat 
Kabupaten Semarang; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13  Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tarif retribusi 
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali 

dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian dengan penetapannya 

dalam Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Magang 
Mahasiswa pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

Kabupaten Semarang; 
 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 

Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4431);   
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 132); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 298); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 307); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang  

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079);  
 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat 

II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemeritah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676) 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  26 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Keperawatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8  

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran  
Daerah Kabupaten  Semarang Tahun  2011 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang  

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum  
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 12); 

 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF MAGANG 

MAHASISWA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
KABUPATEN SEMARANG. 

 
 

 
 



 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Semarang. 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

di wilayah kerjanya. 
6. Tarif  Pelayanan  Kesehatan  adalah sebagian atau seluruh  biaya 

penyelenggaraan kegiatan  pelayanan  di    Puskesmas  yang dibebankan  
kepada  masyarakat  sebagai  imbalan  atas  jasa  pelayanan  yang 

diterimanya.  
7. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok 

orang maupun perorangan untuk peningkatan kompetensi pada bidang 

tertentu. 
8. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan  yang  

diterima  oleh  Puskesmas    dalam  pemakaian  atau  penyediaan atas 
komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal. 

9. Jasa Pelayanan yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan yang 
diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung maupun tidak 
langsung  atas jasa yang  diberikan  dalam kegiatan magang/praktik. 

 
 

BAB II 
 

TARIF MAGANG MAHASISWA  
 

Pasal 2 

 
Besarnya tarif magang mahasiswa di Puskesmas sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
 

 

 
 

 
 



BAB III 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Semarang. 
 

 
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 04-05-2020         

 

BUPATI SEMARANG, 
 

ttd. 
 

MUNDJIRIN 
 
 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 04-05-2020 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 
 

ttd. 

 
GUNAWAN WIBISONO 

 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 38 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 

 

 

 

LISTINA ARYANI 
NIP. 19690410 199403 2 014 

 
 
 

 
 

 
 



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG  
TARIF MAGANG MAHASISWA  

PADA PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT  KABUPATEN 

SEMARANG 
 
 

 
TARIF MAHASISWA MAGANG DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 
 

NO URAIAN 

KOMPONEN 

ORANG/HARI 

 

JS  JP  

1 2 3 4 

 
MAGANG MAHASISWA 
   

 
BIAYA PER SISWA  
 

10.000 5.000 

 
 

 
  

 

 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

ttd. 

 
MUNDJIRIN 
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